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BUPATI LANGKAT PROVINSI  

SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI LANGKAT 

NOMOR    6       TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT  NOMOR 45  TAHUN 2017 

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  DAN TATAKERJA 
PEMERINTAH  DESA

 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

BUPATI LANGKAT, 

Menimbang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mengingat 

a.  bahwa    Peraturan    Bupati    Langkat    Nomor   45  Tahun    2017 

tentang   Susunan   Organisasi  dan   Tata   Kerja   Pemerintah 

Desa   tidak    sesuai    lagi   dengan    kondisi    saat    ini,   ditinjau 

dari  segi   efisiensi     dan    efektifitas   dalam     hal    penetapan 

klasifikasi  jenis   desanya  sehingga  perlu   direvisi; 

b.    bahwa   berdasarkan    pertimbangan    sebagaimana    dimaksud pada   

huruf    a,  maka   perlu   menetapkan    Peraturan    Bupati tentang  

Perubahan  Atas  Peraturan   Bupati    Langkat    Nomor 

45   Tahun     2017    tentang     Susunan    Organisasi   dan    Tata 

Kerja  Pemerintah   Desa; 

 
1. Undang-Undang     Nomor     7    Drt    Tahun       1956     tentang 

Pembentukan Kabupaten        Langkat      (Lembaran     Negara 

Republik  Indonesia    Tahun      1956    Nomor    58   Tambahan 

Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor   1092);

2. Undang-Undang     Nomor   25 Tahun     2004    tentang Sistem 
 Perencanaan     Pembangunan Nasional     (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun    2004    Nomor    104,   Tambahan 

Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Nomor  4421); 

3.    Undang-Undang       Nomor       14      Tahun        2008       tentang 

Keterbukaan Informasi  Publik   (Lembaran  Negara   Republik 

Indonesia Tahun    2008    Nomor   61,    Tambahan    Lembaran 

Negara   Republik  Indonesia   Nomor  4846); 
4.     Undang-Undang     Nomor    6   Tahun      2014     tentang      Desa 

(Lembaran  Negara   Republik  Indonesia   Tahun    2014   Nomor 

7,Tambahan    Lembaran   Negara   Republik  Indonesia   Nomor 

5495); 

5.     Undang-Undang       Nomor      23      Tahun        2014       Tentang 

Pemerintahan Daerah        (Lembaran      Negara       Republik 

Indonesia  Tahun    2014   Nomor   244,   Tambahan    Lembaran 

Negara  Republik   Indonesia    Nomor    5587),    sebagaimana 

telah   diubah      beberapa    kali,    terakhir      dengan     Undang- 

Undang   Nomor   9  Tahun    2015   tentang     Perubahan    Kedua 

Atas  Undang-Undang      Nomor    23    Tahun      2014    tentang 

Pemerintahan Daerah        (Lembaran      Negara       Republik 

Indonesia   Tahun    2015    Nomor    58,   Tambahan    Lembaran 

Negara   Republik  Indonesia   Nomor  5679); 
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6. Peraturan   Pemerintah   Nomor  5   Tahun     1982   tentang 
Pemindahan Ibukota    Kabupaten    Daerah     Tingkat   II 
Langkat dari  Wilayah   Kodya  Dati  II  Binjai  ke  Kota  Stabat 
di  wilayah    Kabupaten   II   Langkat   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun   1982 Nomor 9); 

7.  Peraturan   Pemerintah   Nomor  10  Tahun     1986   tentang 
Perubahan Batas   Wilayah   Kotamadya Daerah   Tingkat II 
Binjai,    Kabupaten    Daerah     Tingkat   II   Langkat    dan 
Kabupaten  Daerah    Tingkat  II  Deli  Serdang   (Lembaran 
Negara  Republik   Indonesia   Tahun      1986,    Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3323); 

8.    Peraturan   Pemerintah  Nomor  43   Tahun    2014   ten tang 
Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun 
2014  tentang   Desa  (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun  2014   Nomor 123,   Tambahan   Lembaran  Negara 
Republik Indonesia     Nomor  5539)   sebagaimana   telah 
diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah  Nomor 11  Tahun 
2019      tentang     .     Perubahan     Kedua      Atas      Peraturan 
Pemerintah  Nomor 43   Tahun    2014   ten tang   Peraturan 
Pelaksanaan    Undang-Undang   Nomor  6   Tahun     2014 
tentang     Desa    (Lembaran   Negara    Republik   Indonesia 
Tahun    2019    Nomor 41,   Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

9.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   60   Tahun    2014   tentang 
Dana   Desa   Yang  Bersumer   Dari   Anggaran  Pendapatan 
dan  Belanja Negara  (Lembaran Negara   Republik Indonesia 
Tahun  2014   Nomor 168,   Tambahan   Lembaran  Negara 
Republik Indonesia     Nomor  5558)   sebagaimana    telah 
diubah    dengan   Peraturan   Pemerintah  Nomor 22  Tahun 
2015     tentang     Perubahan    Atas    Peraturan    Pemerintah 
Nomor  60    Tahun     2014     tentang      Dana     Desa    Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun   2015  Nomor 
88,    Tambahan   Lembaran   Negara    Republik   Indonesia 
Nomor 5694); 

10.  Peraturan  Menteri Dalam   Negeri Nomor 84  Tahun   2015 
tentang    Susunan   Organisasi  dan   Tata   Kerja  Pemerintah 
Desa    (Berita  Negara    Republik  Indonesia   Tahun    2016 
Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  :              PERUBAHANATASPERATURANBUPATILANGKATNOMOR 

45   TAHUN 2017    TENTANGSUSUNAN ORGANISASIDAN, 
TATAKERJAPEMERINTAHDESA. 

 

 
 

Pasall 
 
Beberapa ketentuan  dalam   Peraturan  Bupati   Langkat Nomor 45  Tahun   2017 
Tentang Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Pemerintah  Desa  (Berita  Daerah 
Kabupaten Langkat Tahun  2017  Nomor 45) diubah   sebagai  berikut:



'     ' 
 

 
 

1.    Ketentuan    Pasal    11  diubah     clan·   ditambahkan     1    (satu)    ayat    baru    yaitu 

ayat   (6),   sehingga  Pasal   11 berbunyi  sebagai   berikut: 
 

 

Pasal   11 

( 1)    Susunan     organisasi    Pemerintah     Desa     disesuaikan      dengan      tingkat 

perkembangan desa  yaitu   Desa  Swasembada,   Swakarya,   dan   Swadaya.   ~ 
(2)  Desa  Swasembada   wajib  memiliki  3 (tiga)  urusan    dan   3 (tiga)  seksi. 

(3)  Desa  Swakarya  dapat   memiliki  3 (tiga)  urusan    dan   3 (tiga)  seksi. 

(4)   Desa   Swadaya  memiliki 2 (dua)  urusan    dan  2 (dua)  seksi. 

(5)  Klasifikasi  jenis   desa   sebagaimana    dimaksud   pada   ayat   (1) ditentukan 

berdasarkan peraturan   perundang-undangan. 

(6)  Penetapan    desa   berdasarkan    klasifikasi  jenis    desa   ditetapkan    dengan 

Keputusan   Bupati. 
 

 

2.     Ketentuan    Pasal   12 dihapus. 
 

 

Pasal   II 

Peraturan   Bupati   ini  mulai   berlaku  pada   tanggal   diundangkan. 
 

r> 
\,                           Agar   setiap    orang    mengetahuinya,    memerintahkan    pengundangan    Peraturan 

Bupati   ini  dengan    penempatannya  dalam   Berita   Daerah    Kabupaten   Langkat. 
 

       
Ditetapkan di Stabat 

      Pada tanggal 19 – 2 – 2020 
 
 

'    BUPATILANGKAT,
 

 

 

 

Diundangkan   diStabat 

pada   tanggal        19 – 2 – 2020 

TERBIT RE   CANA PERANGINANGIN



 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 
 
 
 
 
 

INDRA SALAHUDIN  

BERITA DAERAH  KABUPATEN   LANGKAT      TAHUN 

2020  NOMOR 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


